
BUPATI MUARA ENIM 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM 
NOMOR 18 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUARA ENIM, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, belanja yang bersifat mengikat merupakan 
belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus 
dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup 
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang 
berkenaan, antara lain Belanja Pegawai (Belanja Gaji dan 
Tunjangan}; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf C angka 2 huruf b 
angka 5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 
Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam 
hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus 
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi 
mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 
melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah 
menganggarkan Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan 
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya ditampung dalam 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam 
Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak 
melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024; 



Mengingat 

c. bahwa berdasarkan diktum keempat Keputusan Gubemur 
Sumatera Selatan Nomor 410/KPTS/BPKAD/2024 tentang 
Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada 
Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 
2024, Pemerintah Kabupaten Muara Enim agar melakukan 
rev1s1 Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang 
diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Muara Enim sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya 
dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024; 

d. bahwa dalam pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 
2024 terdapat pergeseran anggaran an tar Objek Belanja, Rincian 
Objek Belanja, Sub Rincian Objek Belanja dan Uraian dari Sub 
Rincian Objek Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Bupati Muara Enim Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6883); 

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan 
atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 112); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 799); 



Menetapkan 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang 
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 229); 

17. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 
410/KPTS/BPKAD/2024 tentang Alokasi Belanja Bantuan 
Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten 
Muara Enim pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024; 

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim 
Tahun 2021 Nomor 6); 

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 
2); 

20. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun 
Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 
Nomor 15) 

21. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 
5); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 5 TAHUN 2024 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita 
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 10) diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai 
berikut: 



Pasal 11 

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan 
sebesar Rp3.282.308.216.458,00 yang terdiri atas: 
a. belanja operasi; 
b. belanja modal; 
c. belanja tidak terduga; dan 
d. belanja transfer. 

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, 
sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

( 1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal (11) huruf a direncanakan sebesar 
Rp2.231.325.681.995,00 yang terdiri atas: 
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja bunga; 
d. belanja hibah; dan 
e. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf a direncanakan sebesar Rpl.133.165.337.346,00. 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp964.230.142.202,00. 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00. 

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d direncanakan sebesar Rpl23.247.402.447,00. 

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.682.800.000,00. 

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, 
sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

( 1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rpl.133.165.337.346,00, yang terdiri atas: 
a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara; 
b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara; 
c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 

objek lainnya Aparatur Sipil Negara; 
d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 
e. belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati; dan 
f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati. 

(2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp637.594.797.347,00. 



(3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb direncanakan 
sebesar Rp270.766.502.117,00. 

(4) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rpl 17.427.894.741,00. 

( 5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp.32.061.536.980,00. 

(6) Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 
Rpl 77.123.811,00. 

(7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati 
dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f sebesar Rp2 .577 .191.304,00. 

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (10) diubah, 
sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 637.594.797.347,00 yang terdiri 
atas: 
a. belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara; 
b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara; 
c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara; 
d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara; 
e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil 

Negara; 
f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara; 
g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan 

khusus Aparatur Sipil Negara; 
h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara; 
i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara; 
j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil 

Negara; dan 
k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara. 

(2) Belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp. 440.349.602.534,00. 

(3) Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb direncanakan 
sebesar Rp. 49.841.182.308,00. 

(4) Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 8.918.051.873,00. 

(5) Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp. 30.305.266.030,00. 



(6) Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp. 13.076.560.073,00. 

(7) Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f direncanakan 
sebesar Rp. 29.530.160.790,00. 

(8) Belanja Tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus 
Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.032.098.886,00. 

(9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat {1) huruf h direncanakan sebesar 
Rp. 18.712.892,00. 

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan 
sebesar Rp. 58.231.485.161,00. 

(11) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf j direncanakan 
sebesar Rp. 1.322.896.900,00. 

(12) Belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan 
sebesar Rp. 3.968.779.900,00. 

5. Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

6. Lampiran II yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah 
sebagai berikut: 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 
2. Dinas Kesehatan. 
3. RSUD H.M. Rabain. 
4. Puskesmas Pajar Bulan. 
5. Puskesmas Tanjung Raya. 
6. Puskesmas Pulau Panggung. 
7. Puskesmas Tanjung Agung. 
8. Puskesmas Tanjung Enim, 
9. Puskesmas Muara Enim. 
10. Puskesmas Ujan Mas. 
11. Puskesmas Benakat. 
12. Puskesmas Gunung Megang. 
13. Puskesmas Sumaja Makmur. 
14. Puskesmas Teluk Lubuk. 
15. Puskesmas Tebat Agung. 
16. Puskesmas Muara Emburung. 
1 7. Puskesmas Sugihwaras. 
18. Puskesmas Beringin. 
19. Puskesmas Sumber Mulya. 
20. Puskesmas Lembak. 
21. Puskesmas Belida Darat. 
22. Puskesmas Kelekar. 
23. Puskesmas Gelumbang. 
24. Puskesmas Sukarami. 



25. Puskesmas Muara Belida. 
26. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 
27. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta 

Pertanahan. 
28. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 
29. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. 
30. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Petemakan. 
31. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
1n1. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Muara Enim. 

Ditetapkan di Muara Enim 
pada tanggal 2.'f Juni 2024 

Pj. BUPATI MUARA ENIM, 

dto. 

- AHMAD RIZAL! 

Diundangkan di Muara Enim 
padatanggal ~1 Juni2024 

SEKRET ARIS DAERAH 
KABUPATEN MUARA ENIM 

dto. 

YULIUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR \8 
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